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Penelitian ini membahas tentang fenomena batalnya peminangan kawin
akibat tingginya uang jujuran di Desa Kelua, Kabupaten Tabalong. Latar belakang
penelitian ini adalah jujuran yang terus bertambah tinggi nilainya seiring dengan
meningkatnya nilai kebutuhan hidup dan tingginya standar pendidikan
perempuan. Akibatnya hal ini menimbulkan kekhawatiran dan beban tersendiri
bagi calon mempelai pria, bahkan dapat berujung pada batalnya rencana
pernikahan sebagaimana yang terjadi di Kelua tahun 2019, di mana seorang
pemuda gagal melanjutkan proses pernikahan karena tuntutan jujuran yang
dianggap terlalu tinggi serta tidak dapat dinegosiasikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan komparatif. Penelitian dilaksanakan di desa Kelua Kabupaten
Tabalong dengan infroman dari pelaku jujuran serta penghulu dari KUA setempat.
Data dikumpulkan melalui wawancara kepada para informan serta dokumentasi.
Sumber data pada penelitian ini ialah informan dan dokumen. Analisis data
penelitian ini dilakukan dari pengumpulan data, penyajian data serta pernarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini dikaji dalam dua perspektif, yaitu Hukum Islam dan
Sosiologi Hukum. Dalam Hukum Islam, jujuran bukanlah mahar yang merupakan
syarat sahnya perkawinan, sehingga penetapan jumlahnya yang berlebihan dapat
bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam menikah yang dianjurkan syariat.
Sedangkan dari perspektif Sosiologi Hukum, tingginya nilai jujuran
mencerminkan eksistensi nilai-nilai adat yang masih mengakar kuat dalam
masyarakat Banjar, namun dapat pula menimbulkan konsekuensi sosial berupa
ketimpangan kesempatan menikah bagi kalangan pria yang kurang mampu. Hal
ini menunjukkan bahwa tradisi jujuran masih dipertahankan karena dianggap
sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, namun tanpa
pengaturan yang arif dapat menimbulkan efek negatif berupa penundaan atau
pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama antara
adat dan syariat agar tradisi ini tetap berjalan selaras dengan nilai keadilan dan
kemaslahatan dalam masyarakat.



